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ABSTRAK  

Muhammad Alfarizi, Analisis Pengelolaan Piutang Jasa Pelayanan BPJS Dalam 

Rangka Mengoptimalkan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Majene), Dibimbing oleh Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak 

dan Sufyan Amirullah, SE., M.Ak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan piutang jasa pelayanan 

BPJS dalam rangka mengoptimalkan kinerja keuangan pada RSUD Majene serta 

mengidentifikasi kendala pengelolaannya di RSUD Majene.Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi kasus 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan piutang BPJS dilakukan melalui kebijakan 

piutang, tahapan terjadinya piutang, kinerja pelunasan, serta pemanfaatan SIMRS. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan pembayaran yang 

dipengaruhi oleh ketidaklengkapan dokumen rekam medis, kesalahan pengkodean 

diagnosis, serta belum optimalnya pemanfaatan SIMRS dan sistem bridging BPJS. 

Kinerja pelunasan piutang yang diukur melalui indikator Receivable Turnover 

(RTO) dan Average Collection Period (ACP) Berdasarkan analisis data, diperoleh 

nilai ACP tahun 2024 sebesar 32,13 hari dan tahun 2025 sebesar 36,24 hari, 

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang jasa pelayanan BPJS di 

RSUD Majene dikategorikan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan 

dalam aspek administrasi, integrasi sistem, dan penguatan sumber daya manusia 

guna mendukung optimalisasi kinerja keuangan rumah sakit sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah. 

Kata Kunci: Pengelolaan Piutang, BPJS Kesehatan, Kinerja Keuangan, RTO, 

ACP, SIMRS, RSUD Majene. 
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BAB I  

PENDAHULUN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang berfungsi memberikan layanan 

medis kepada masyarakat secara menyeluruh. Dengan perannya yang sangat vital, 

RSUD diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan pelayanan 

yang berkualitas dan terjangkau. Oleh karena itu, Pelayanan kesehatan merupakan 

kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi secara berkelanjutan (Nu’man, 

2023), pengelolaan keuangan di RSUD menjadi aspek yang sangat penting dalam 

mendukung keberlangsungan operasional rumah sakit serta peningkatan mutu 

layanan kesehatan, RSUD bukan hanya sekadar institusi kesehatan, tetapi juga 

merupakan lembaga pelayanan publik yang dituntut mampu mengelola keuangan 

secara mandiri dan profesional demi menunjang kelangsungan layanan kepada 

masyarakat. 

BPJS Kesehatan hadir sebagai solusi sistematis dalam memberikan jaminan 

kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS Kesehatan mulai 

beroperasi sejak 1 Januari 2014 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang BPJS, Program ini menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab 

negara dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang layak. Sebagai lembaga yang menyelenggarakan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan berperan sebagai penghubung antara 

peserta jaminan dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah 
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sakit, termasuk RSUD. Jadi, keberadaan BPJS Kesehatan sangat krusial karena 

memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang 

lebih terjangkau, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan 

dalam implementasinya. 

Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan RSUD dijalankan melalui mekanisme 

klaim pembayaran atas layanan yang diberikan kepada peserta JKN. RSUD 

bertugas memberikan layanan sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan, 

kemudian mengajukan klaim kepada BPJS sebagai bentuk kompensasi atas jasa 

pelayanan tersebut. Proses ini tidak hanya melibatkan dokumentasi medis dan 

administratif, tetapi juga sistem verifikasi internal dan eksternal yang ketat. 

meskipun sistem klaim BPJS dimaksudkan untuk mendukung operasional rumah 

sakit, namun jika tidak dikelola secara efektif, justru bisa menimbulkan piutang 

yang mengganggu arus kas dan menurunkan kinerja keuangan rumah sakit. Oleh 

karena itu, pengelolaan piutang BPJS yang baik merupakan syarat mutlak untuk 

menjaga likuiditas dan keberlangsungan operasional rumah sakit (Alifa, 2023). 

Piutang jasa pelayanan seharusnya menjadi aset yang dapat dikonversi 

menjadi kas untuk mendukung pendapatan rumah sakit. Namun, apabila banyak 

piutang yang tidak tertagih, maka akan menghambat arus kas dan operasional 

pembiayaan rumah sakit (Reski Ananda Putri, 2024). Namun pada kenyataannya, 

tidak sedikit rumah sakit yang mengalami kendala dalam pengelolaan piutang jasa 

pelayanan BPJS. Keterlambatan pembayaran, klaim yang ditolak, hingga kesalahan 

dokumentasi sering kali menyebabkan piutang menumpuk. Salah satu 

permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaklengkapan dokumen, seperti 



3  

 

 

resume medis pasien yang tidak terisi secara menyeluruh, sehingga klaim tidak 

dapat diproses sesuai ketentuan (Rahayu & Nr, 2022), proses klaim BPJS 

Kesehatan sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi dokumen administratif 

yang disiapkan oleh rumah sakit. Ketika berkas seperti resume medis, surat rujukan, 

atau identitas pasien tidak dilengkapi secara menyeluruh, maka klaim berisiko 

ditolak atau ditunda oleh pihak BPJS. 

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa dalam pengelolaan piutang 

BPJS menjadi masalah serius yang terus berulang. Dalam praktik pengelolaan 

piutang BPJS, tidak jarang ditemukan kendala teknis yang berdampak langsung 

pada kualitas pelaporan keuangan. Mesri Ermawijaya, (2022) mengungkap bahwa 

RSUD Sekayu mengalami selisih piutang sebesar Rp38.650.000 akibat 

perangkapan tugas bendahara yang juga bertindak sebagai kasir dan petugas 

pembukuan, serta adanya keterlambatan pencatatan dokumen klaim BPJS. Hal ini 

mencerminkan lemahnya pengendalian internal yang berpotensi menurunkan 

akurasi laporan keuangan. Permasalahan juga terjadi pada RS XYZ, di mana 

perputaran piutang (Receivable Turn Over/RTO) selama periode 2018–2021 masih 

tergolong rendah, yakni dengan nilai tertinggi hanya mencapai 7,86 kali dan 

terendah 4,51 kali. Selain itu, rata-rata waktu penagihan (Average Collection 

Period/ACP) juga tergolong tinggi, yaitu berkisar antara 46 hingga 81 hari, yang 

mencerminkan lambatnya konversi piutang menjadi kas. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa pengelolaan piutang BPJS belum berjalan optimal (Rikka & 

Handayani, 2022). 
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Selain aspek keuangan, keterlambatan klaim juga menurunkan kualitas 

layanan. Misalnya, penundaan pembayaran oleh BPJS berdampak pada berbagai 

dimensi mutu pelayanan seperti kompetensi tenaga medis, efektivitas dan efisiensi 

pelayanan, hingga keamanan dan kenyamanan pasien (Devi Anyaprita, 2020), 

ketika piutang dari klaim BPJS tidak segera dibayarkan, maka rumah sakit akan 

mengalami tekanan dalam berbagai aspek operasional. Bukan hanya kemampuan 

finansial yang terganggu, tetapi juga mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien 

ikut terpengaruh. Gangguan pada arus kas dapat menyebabkan keterlambatan 

pembelian obat, kurangnya pelatihan tenaga medis, hingga ketidaknyamanan dalam 

pelayanan akibat keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, pengelolaan 

piutang BPJS secara optimal bukan hanya menyangkut efisiensi keuangan, tetapi 

juga menjadi indikator penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi bahwa kendala dalam pengelolaan 

piutang BPJS tidak hanya disebabkan oleh lambatnya proses klaim, tetapi juga oleh 

permasalahan dalam dokumentasi dan sistem informasi. Studi yang dilakukan di 

RSU Universitas Muhammadiyah Malang mengungkap bahwa ketidaklengkapan 

dokumen medis serta lemahnya sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) 

merupakan faktor utama yang menyebabkan tingginya piutang BPJS (Catra, (2024). 

Masalah ini perlu diperhatikan karena selain status pending, terdapat juga klaim 

tidak layak dan dispute yang tidak dapat dibayarkan karena tidak sesuai dengan 

syarat dan ketentuan yang berlaku (Rahimana, 2023). Hal ini tentu menambah 

beban keuangan rumah sakit. 
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Permasalahan pengelolaan piutang jasa pelayanan BPJS di RSUD Kabupaten 

Majene merupakan isu yang masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya 

terselesaikan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa piutang sering 

kali tidak dilunasi tepat waktu sesuai ketentuan maksimal 60 hari kerja. Hal ini 

tercermin dari banyaknya pembayaran susulan setiap bulannya sepanjang tahun 

2022, dengan total piutang susulan yang signifikan dari Januari hingga Desember. 

Keterlambatan pelunasan tersebut menyebabkan terganggunya arus kas rumah 

sakit, serta berisiko menurunkan efektivitas kinerja keuangan secara keseluruhan. 

Selain itu, sistem penagihan yang belum optimal, keterbatasan pemanfaatan SIMRS 

yang sering mengalami gangguan, dan belum maksimalnya upaya terhadap pihak 

penjamin yang melanggar perjanjian kerja sama turut memperkuat bahwa 

pengelolaan piutang BPJS masih menghadapi berbagai tantangan serius di RSUD 

Majene (Irdam, 2023). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses 

pengelolaan piutang dilakukan RSUD Majene mulai dari tahap pra-penerimaan 

hingga penutupan rekening. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan 

kendala seperti kurang lengkapnya data administrasi dan belum maksimalnya 

sistem informasi rumah sakit. 

Masalah pengelolaan piutang jasa pelayanan BPJS di RSUD Majene bukan 

hanya berdampak secara administratif, tetapi juga menimbulkan efek lanjutan 

terhadap kondisi keuangan rumah sakit. Sebagai instansi yang berstatus Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Majene seharusnya mampu mengelola 

keuangan secara mandiri dan fleksibel untuk menjaga keberlangsungan 

operasionalnya. Namun, pada tahun 2025, RSUD Majene tercatat memiliki utang 
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sebesar Rp16 miliar kepada sejumlah vendor, termasuk pemasok obat-obatan. 

Utang tersebut sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan pembayaran klaim 

BPJS Kesehatan serta lemahnya pengelolaan keuangan internal. Dampaknya cukup 

serius, karena mengganggu ketersediaan obat di rumah sakit dan bahkan memicu 

kebijakan meminta pasien BPJS untuk membeli obat secara mandiri di luar fasilitas 

rumah sakit (Ardi, 2025). Kondisi ini menuai keluhan dari pasien karena dinilai 

bertentangan dengan hak peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan aturan BPJS 

Kesehatan. Situasi tersebut semakin memperkuat pentingnya dilakukan evaluasi 

terhadap pengelolaan piutang BPJS agar tidak berdampak pada pelayanan dan 

kepercayaan publik terhadap rumah sakit. 

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam dan eksploratif 

terkait Proses pengelolaan piutang jasa pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum 

Majene. Penelitian ini dirancang untuk menggali secara menyeluruh kendala, alur 

kerja, dan strategi yang diterapkan pihak rumah sakit dalam upaya mengelola 

piutang tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab 

tantangan praktis dalam proses pengelolaan keuangan rumah sakit, serta memberi 

kontribusi secara teoritis pada kajian manajemen keuangan sektor kesehatan. 

Harapannya, hasil Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pihak manajemen 

rumah sakit maupun pembuat kebijakan untuk membenahi sistem pengelolaan 

piutang secara menyeluruh demi keberlanjutan layanan kesehatan di RSUD 

Majene. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengelolaan piutang jasa pelayanan BPJS yang dilakukan 

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majene dalam rangka mengoptimalkan 

kinerja keuangan? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Majene dalam 

pengelolaan piutang jasa pelayanan BPJS yang berdampak pada upaya 

mengoptimalkan kinerja keuangan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggambarkan proses pengelolaan piutang jasa pelayanan BPJS yang 

diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majene dalam rangka 

mengoptimalkan kinerja keuangan. 

2. Mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum 

Daerah Majene dalam pengelolaan piutang jasa pelayanan BPJS yang 

berdampak pada upaya mengoptimalkan kinerja keuangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor 

publik dan manajemen keuangan rumah sakit, terutama terkait pengelolaan 

piutang pelayanan kesehatan berbasis klaim BPJS. Hasil penelitian ini dapat 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan 

antara pengelolaan piutang dan kinerja keuangan rumah sakit, terutama dengan 

pendekatan kualitatif studi kasus. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

1. Bagi Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Majene 

 

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai proses 

pengelolaan piutang BPJS yang sedang berjalan, termasuk hambatan dan 

dampaknya terhadap kondisi keuangan rumah sakit. Rekomendasi yang 

diberikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan 

keputusan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang dan 

menjaga stabilitas arus kas rumah sakit. 

2. Bagi BPJS Kesehatan 

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi BPJS Kesehatan 

untuk memahami dinamika di lapangan terkait kendala administratif dan 

teknis dalam proses klaim, sehingga dapat memperbaiki sistem dan 

prosedur klaim agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan rumah 

sakit. 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur awal atau bahan 

perbandingan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa, 

baik dengan pendekatan sama ataupun berbeda, di rumah sakit lainnya.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1       KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan piutang jasa pelayanan BPJS di 

RSUD Majene telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling 

berkaitan, yaitu kebijakan piutang, tahapan terjadinya piutang, kinerja pelunasan 

piutang, serta pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). 

Kebijakan piutang yang diterapkan mengacu pada mekanisme BPJS Kesehatan 

dengan menitikberatkan pada kelengkapan administrasi dan pengendalian internal 

melalui proses verifikasi klaim. Tahapan terjadinya piutang dimulai sejak pasien 

menerima pelayanan hingga klaim diajukan ke BPJS, sementara kinerja pelunasan 

piutang menunjukkan bahwa rumah sakit melakukan monitoring terhadap umur 

piutang secara berkala. Pemanfaatan SIMRS turut mendukung pencatatan dan 

monitoring piutang meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan analisis 

kinerja keuangan menggunakan indikator Average Collection Period (ACP), 

diperoleh nilai ACP tahun 2024 sebesar 32,13 hari dan tahun 2025 sebesar 36,24 

hari. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu penagihan piutang BPJS 

masih berada dalam kategori cukup baik, meskipun terjadi peningkatan waktu 

penagihan pada tahun 2025 yang menandakan adanya perlambatan dalam proses 

pelunasan piutang dibandingkan periode sebelumnya. 

Di sisi lain, pengelolaan piutang BPJS di RSUD Majene masih 

menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran proses penagihan 

dan pelunasan piutang. Kendala tersebut antara lain keterlambatan dalam 
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kelengkapan dokumen klaim, adanya pengembalian berkas oleh BPJS 

akibat ketidaksesuaian administrasi, serta keterlambatan input data yang 

berdampak pada proses verifikasi klaim. Selain itu, pemanfaatan SIMRS juga 

masih menghadapi hambatan berupa ketidaksesuaian data antar sistem dan belum 

optimalnya sistem bridging antara SIMRS dengan sistem BPJS, sehingga 

memerlukan pengecekan ulang sebelum klaim diajukan. Berbagai kendala 

tersebut menyebabkan proses pelunasan piutang menjadi lebih lama dan turut 

mempengaruhi peningkatan nilai ACP, yang menunjukkan bahwa waktu yang 

dibutuhkan untuk menagih piutang BPJS cenderung bertambah.  

5.2  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan piutang jasa pelayanan 

BPJS di RSUD Majene, disarankan agar RSUD Majene dapat meningkatkan 

kualitas pengelolaan administrasi klaim BPJS melalui peningkatan ketelitian 

dalam pencatatan data pelayanan dan kelengkapan rekam medis sejak tahap awal 

pelayanan pasien. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antarunit 

terkait, seperti unit pelayanan, verifikasi klaim, keuangan, dan SIMRS, guna 

mempercepat proses pengajuan dan pelunasan klaim BPJS. Manajemen rumah 

sakit juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) melalui peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia di bidang teknologi informasi serta optimalisasi sistem bridging dengan 

BPJS Kesehatan. 
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